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BUPATI MAROS

PROV重ⅣS重SU種∬ⅣES重SE重A富AⅣ

PERATURAⅣ DAERAH KABU意A富EⅣ MAROS

NOMOR　9　TAHUN2019

TE鵬でAⅣG

pER重量ⅣDuⅣGAⅣ pERE蘭p皿Ⅳ

DENGAN -MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT重MAROS,

Menimbang : a･ bahwa se仕ap perempuan berhak untuk mendapa虹an

perlindung孤aぬs hak asas宣nya, bebas da轟penyiksaan,

ancarpan,　tekanan,　serta mendapat kemudahan,

perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai keadilan dan kes匂ahteraan hidup;

b･ bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang be吋eran

dalam proses penemsan dan penciptaan genems重yang

berkuali屯s perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan

hak-haknya dan perlindung劃d紬i tindak kekerasan dan

di.skriminasi dalam rangka membangun masyarakat,

bangsa dan negara;

c･ bahwa berdas紬kan per缶mbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan bumf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Perlindungan Perempuan･

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

工ndonesia Tahun 1945;

2･ Undang-Undang Nomor　29　Tahun 1959　健ntang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat　重工　di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor　74タ　Tambahan Lembaran Nega阻　Republik

賞ndo叫esia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor　7　Tahun 1984　tentang

Pengesah孤　Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Co脚ent壬on oれThe

E概mJna魔oれo/ AZZ Fomrs o/ Dあc亮肌I’na概’on Aga加st Women)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984

Nomor　29, T劃bahan Lemb鉦an Neg紬a Republ址

Indonesia Nomor 3277);

4･ Undang-Undang Nomor 13　Tahun 1998　tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tanbahan Lembaran

Negara RepubHk Indonesia Nomor 3796);



5･ Undang-Undang Nomor　21 Tahun 1999　tentang

Pengesahan　皿O Co肋e庇r‘on No. HJ Conce朋.ng

Dscr!桝’nafron Jn Respect o, E7γ画og肌e庇a融Ocoupaめれ

(konvensi ILO mengenai Diskriminasi dala皿Pekerjaap

dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik hdonesia

Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lemb紬an Negara

Republik賞ndonesia Nomor 3836) ;

6･ Undang-Unda皿g Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165) Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886) ;

7･ Undang-Undang Nomor 13　Tahun　2003　ten屯ng

Ketenagake寄aan (Lembaran Negara Republik Indonesia

鴫hun 2003 No皿or 39, Tambahan Lemb紬an Negara

Republik重ndonesia No皿or 4279) ;

8･ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2004　ten屯ng

Penghapusan Kekerasan D瓢am Rumah Tan籠a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2004

Nomor　95, Tambahan Lembaran Negara Republik

重ndonesia Nomor 44 19);

9･ Undang-Undang Nomor 13　Tahun　2006　ten畦血g

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara

Republik量ndonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　4635),

sebagaimana te重ah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan A屯s Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang耽rlindungan

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 293タTambahan Le皿baran Nega輪

Republik Indonesia Nomor 5602) ;

10･ Undang-Undang Nomor　21 T血un　2007　tent紬g

Pemberantasan　軸ndak Pidana Perdagangan Or紬g

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2007

Nomor　58, Tambahan Lembaran Negara Republik

工ndonesia Nomor 4720) ;

11･ Undang-Und紬g Nomor　44　Tahun　2008　tent紬g

Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Repub虹k重ndonesia Nomor 4928) ;

12. Undang-Undang Nomor　5　Tahun　2009　tentang

Pengesahan　助成ed Naきあ鵬　Co競りe融oれ　Agou.聡t

加t肌snd魔’onaz orga雇27ed Cn‘肋e (Konvensi Perserikatan

Bangsa-bangsa Menentang軸ndak剛dana Tr紬snasional

yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tanbahan Lembaran

Neg紺a Repub宣ik Indonesia Nomor 4960) ;

13･ Undang-Und劃g No皿or 11 Tahun　2009　tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Neg紬a Republik重ndonesia Nomor 4967) ;

14･ Undang-Und紬g No皿or 14　Tahun　2009　健nぬng

Pengesahan I+otoooi ro PreLJeれt, S庇j2press伽d偶t庇s九

7ね#c貼れg加Persons,威pec!a妙Wo肌eri ci融Cわi’腹ren

S~硯7Zeme融ng軌e U融ted Natr‘ons co肌e庇われAga壬鳩t

f庇耽紬afroれαZ Onga職をed Crれe (Protokol untuk



Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan

Orang terutana perempuan dan Anak-anak, melengkapi

Konvensi騰rse止katan B紬gsa-b紬gs劃enentang T血dak

騨d紬a y紬g T則snasional d紬Terog紬isasi)匝mb紅組

Nega輪Republik工ndonesia T血un 2009 Nomor 53,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4990);

15. Undang-Undang Nomor 15　Tahun　2009　tentang

Pengesahan Protocol Aga玩st捌e S桝tgg!{’ng a/岬g調れts

bg Land, Sea clれc! At.r,測卿le耽e庇r.ng捌e U融e｡ Nのr.o鳩

Co肌enfron Aga窃sき　棚t肌sれatl.onaz　07ganおed Cri.me

(打otokol Menen也ng　蹄nyelundup紬　M直an Mel瓢ui

Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi

Perse正katan Bangsa-bangsa menentang軸ndak陣d紬a

yang Transnasional dan Teroganisasi) (Lembaran Negara

Republik重ndonesia Tahun 2009 No皿or 54, Ta皿bahan

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 499 1);

16･ Und紬g-Und紬g Nomor　25　T血un　2009　tent紬g

Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038) ;

17･ Undang-Und狐g Nomor　36　T血un　2009　tent紬g

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5063);

18･ Und紬g-Und紬g Nomor　52　T血un　2009　tent紬g

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan I,embaran Negara Republik

宣ndonesia No皿or 5080) ;

19･ Und紬g-Und紬g Nomor 12　T血un　2011 tent紬g

Pembentu kan Peratu ran peru ndang- u ndangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2011

Nomor　82, Tambahan Lembaran Negara Republik

工ndonesia Nomor 5234) ;

20･ Und紬g-Und紬g Nomor 19　T血un　2011 tent紬g

Pengesahan Co耽りen虎on O動物e用’g庇s Of Perso鵬朗.軌

Dあab{’Zi’ties (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang

Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

201 1 Nomor 107, Tambahan I.embaran Negara Republik

重ndonesia Nomor 525 1);

21･ Und紬g-Und紬g Nomor　7　Tahun　2012　tent紬g

Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2012 Nomor 1 16, Tambahan Lembaran

Nega輪Republik工ndonesia Nomor 53 1 5);

22･ Und紬g-Und紬g Nomor　23　T血un　2014　tent紬g

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, T紬bahan Lembar劃

Neg紬a Repub此重ndonesia Nomor 5589), sebagaim紬a

telah diub血deng紬耽ratu則Peme正nt血Pen饗紬心

Undang-Und紬g Nomor　2　T血un　2014　tent紬g

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik宣ndonesia Tahun 20 14 Nomor 24);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang



Pedom紬Pembina紬d紬Pengawas紬Pe吋elen籠紬a紬

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

宣ndonesia Nomor 4593);

24･ Peraturan耽me血t血Nomor 4 Tahun 2006 tent紬g

Penyelenggaraan dan Kelja Sana Pemulihan Korban

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata

cara dan Mekanisme Pelayanan Telpadu bagi Saksi

dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2008

Nomor　22, Tambahan Lembaran Negara Republik

賞ndonesia Nomor 4818);

26･ Peratur孤Peme轟nぬh No皿or 2 T血un 2018 tent紬g

Standar Pelayanan Minimal (I,embaran Negara Republik

重ndonesia船hun 2018 Nomor 2, T劃bahan Lembaran

Negara Repub虹k重ndonesia Nomor 6 178);

27. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang

Gu即s Tugas　耽ncegahan dan Penanganan　缶ndak

Pidana Perdagangan Orang (I,embaran Negara Republik

量ndonesia Tahun 2008 Nomor 162);

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun　2014 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Dalan Konflik Sosial (I.embaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Nega胞Republik重ndonesia Nomor 4604) ;

29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Amak Nomor　2　Tahun　2008　tentang

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

30･ Peraturan Mente轟Dal劃Nege轟Nomor 80 Tahun 2015

tentang騰mbentukan皿oduk Hukum Daerah (Be轟ta

Neg釘a Republik量ndonesia Tahun 2015 Nomor 32)

sebagaimana telah diubah dengan Peratu則Mente轟

Dalam Negeh Nomor 120　Tahun　2018　tent狐g

Pembah紬Atas耽ratu則Mente正D粗紬Nege瓦Nomor

80 Tahun 2015 tentang耽mbentukan Produk Huku皿

Daerah(Be轟ta Nega胞Republik工ndonesia Tahun 2018

Nomor 157);

Dengan Perset可uan Bers劃a

D田WAⅣ pERWAKl鵬Ⅳ RAKyAT DAERA櫨KABupA富EⅣ舶AROs

Dan

なU意A富量蘭AROS



MEⅢU富USKAⅣ :

Menetapkan : P球ATUEN D腿RAH T即TANG P球LINDUNGAN

PER馴ⅧPUAⅣ.

なA重賞

K田富E鵬でUAⅣ UMU蘭

Pasd1

D瓢am Peratur紬Daer血血i y狐g dimaksud deng紬:

1･ Dae輪h ad瓢ah Kabupaten M紬os.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem d紬　p正nsip Ne甜･a Kesatu紬　Repub重ik　工ndonesia

sebagaim紬a dimaksud dal劃Und紬g-Und紬g Dasar Neg紬a Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan●        ●

yang皿e可adi kewenangan daerah otonom.

4･ Bupad ad瓢ah Bupad M紬os.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwa虹lan rakyat daerah sebagai unsur

penyelengg紬a pe皿e正ntah daerah.

6･ 0堰紬isasi Per紬gkat Daer血y紬g sela可ut吋a disebut OPD ad瓢血

organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas

dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

me可adi kewenangan dae輪h.

7. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

dan keberadaan manusia sebagal makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihomati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi

kehomatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

8. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk

melindu咄perempu紬d紬membehk細胞sa am紬咄am pemenuh紬

hak-hahya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis

yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

9･ Dis址minasi terhadap pe購mpuan adaぬh se血ap pembeda紬, pen糾ci血

atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai

pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan

pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan

kebebasan- kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya,

sipil a屯u apapun la王mya oleh kaum perempu紬タterlepas d証s軸us

perkawin紬　皿ereka a屯s das紬　persama紬　antam la虹1a瞳　d紬

pere皿puan.



10. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan

t紬g糾ng jawab la虹Ia貼d紬perempu紬y紬g te巧adi a瞳bat d紬i d紬

dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan

perempu紬un血k mempemleh kesempat紬d紬hak-ha血ya seba如

皿紬usia ag紬mampu be町er紬d紬be吋a血sipasi d弧am k埴at紬poli仕k,

ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesanaan

d瓢am menikma仕hasil pemban即nan.

12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga? kelompok dan organisasi

sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari sua血-

istri, suani-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya.

14. Tenaga Kelja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekeljaan

糾na menghasilkan ba則g dan/atau jasa baik untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

15･ Peke垂/Buruh ada宣ah se伍ap or紬g y紬g beke直deng紬mene轟ma up血

atau imb瓢an d瓢am bentuk lam.

16･軸ndak Hd紬a Pe血ag紬g紬O則g, y紬g sela可u血ya dis血緋at TPPO

adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi

unsur-unsur tindak pid紬a y紬g ditentukan dalam Und紬g-Und紬g

Nomor 21船hun 2007 yaitu tent紬g Pember紬屯s紬鵬ndak Hd紬a

Perdagangan Orang.

RAなII

RUAⅣG重重ⅣGKUP, ASAS DA鵬でUJUAⅣ

Pas瓢2

Ruang l血gkup蹄mturan Daerah ini meHpu血

a･ ketentuan umum;

b. perlindungan perempuan;

c. partisipasi masyarakat;

d. pembiayaan;

e･ pe皿binaan dan pengawasan; dan

青　sanksi;

Pasal 3

蹄rlindungan Perempuan dilaksanakan be血as紬kan asas:

a･ hak asasi manusia;

b･ kepas心an hukum;

c. kead皿an;

d･ kesetaraan gender; dan

e. non disk正mina債青



Pasal 4

T可uan Peraturan Dae輪h ini ad瓢ah:

a. melindungi perempuan balk secara individual maupun kelompok dan

masyarakat secara luas agar tercipta rasa aman dalam pemenuhan hak-

hahaya; dan

b. mencegah dan menangani resiko kekerasan dan kerentanan perempuan

ag紬kel紬gsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai p正nsip keset紬a紬d狐

keadil紬.

なAロ重量I

PER重賞ⅣDUⅣGAⅣ PERE舶PUAⅣ

Ragまan Ⅸesatu

Hak-HaなPe重empuan

Pasal 5

( 1) Se心ap pe鵬mpuan berhak untuk:

a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf

kehidu pannya ;

b･ memenuhi kebutuh紬das紬ya untuk血mbuh d紬be血embang

secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

c･皿engemb紬gk紬p正badinya, untuk memperoleh pendidik紬, d紬

meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman,

bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera

sesuai dengan hak asasi manusia;

d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan

pendapat tanpa disk血minasi;

e･ te亜bat dalam se仕ap t血ap紬proses pemb劃糾n紬;

1 bebas da轟perbudak紬atau diperhamba d紬紬cam紬;

9. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehomatan, martabat

dan hak miliknya;

h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;

i･ be町a血sipasi dalam poli心k;

｣･ melakukan perbuatan hukum; dan

k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.

(2) Setiap perempuan selama dalan ikatan perkawinan mempunyai hak dan

岨n籠ung jawab y孤g s劃a deng紬sua皿inya atas semua h瓢y紬g

berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-

anahya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersana sesuai dengan

ketentu紬pe胞tur紬perund紬g-und紬g紬.

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan

t劃認ung ｣awab y紬g s劃a deng紬m紬t紬suaminya aぬs se皿ua岨y紬g



berkenaan dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi

anak.

Bagま種n Kedua

Kew吋まban dan鴫n既いれg Ja冊ab

Pas瓢6

(1) Pe皿e轟nt血　Dae隠h berkew却ban d紬　be轟an総ung jawab te血adap

perlindungan pe購mpuan.

(2) Upaya perlindungan perempuan dilakukan dalam bentuk :

a･ pencegahan;

b. pen紬ganan; dan

c. pe皿ulihan.

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan

dalan bentuk penetapan kebijakan, pedoman pelaksanaan, program dan

ke産at狐.

(4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan

dalam bentuk penyelenggaraan layanan dan koordinasi antar

penyelenggara layanan.

(5) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah segala

upaya untuk pengua亡an perempuan korb紬kekerasan dan korban TPPO

agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.

(6) Upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

重agまan Ketiga

Pelaks種n種an P○○lまれdungan Pe重empuan

Pasal 7

( 1) Perlindungan perempuan meliputi:

a･ perlindungan sosi瓢;

b･ perlindungan ekonomi; dan

c･ pe亜ndungan hukum.

(2) Per血dungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dibehkan d瓢am bentuk j劃in紬kel紬gsung紬hidup bagi pe購mpu紬d紬

menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.

(3) Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diberikan dalan bentuk pemberdayaan perempuan untuk mencegah dan

menangani resiko kerentanan akibat dari guncangan ekonomi dan

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

untuk kelangsungan hidup pere皿puan.

(4)耽rHndung紬hukum sebaga血ana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilaksanakan dalam bentuk layanan konsultasi hukum, pendanpingan



hu血m d紬pembe正an b紬tu紬hukum terhadap perempu紬yang

皿e可adi saksi dan korban心ndak kekerasan dan diskhminasi.

Pas血8

( 1 ) Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada:

a･ perempuan peke寄a/bumh;

b･ perempuan la巾ut usia;

c･ pe購mpuan penyandang disabilitas;

d･ pere皿puan tuna wisma;

e･ perempu劃peke轟a mmah tangga;

青　perempuan kepala keluarga;

9. perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan;

h･ perempuan korban bencana;

i･ perempuan mantan peke寄a seks komersial;

j･ perempuan korban kekerasan;

k･ perempuan saksi dan korban; dan

1･ perempuan korban TPPO.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan

perempuan sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan

Bupa也.

B種gian麗eempat

Keke隠掛れte章的d種p Pe能mpuan

Pasal 9

Se也ap or孤g dilar紬g melakuk細心ndak紬terhadap perempu紬d粗a皿

bentuk:

a･ kekerasan鯖sik;

b. kekerasan psikis;

c. kekerasan seksual; dan/atau

d･ penelanta剛dalam rumah ta皿綬a･

Pas瓢10

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalan Pasal 9 humf a adalah

perbuatan yang menga貼batkan rasa sa貼t, jatuh sakit atau luka berat se轟a

皿en血翰1 dunia.

Pasal11

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

hilangriya kemanpuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau

penderitaan psikis berat pada sescorang.



Pasd12

(1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

a･ Keke掘san seksu孤d瓢am Ⅲmah tan繋a; din

b･ Kekerasan seksu血di lu紺Ⅲmah tan箆a･

(2) Kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) humf a meliputi:

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang

mene血p dal劃lingkup rumah tan綬a tersebut; dan

b･ pemaksa紬hubung紬seksu瓢terhadap s心血seor紬g dalam lingkup

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau

t可uan te轟entu.

(3) Kekeras紬seksu瓢di lu紬mmahぬn認a sebagaim紬a dimaksud pada

ayat ( 1) humf b adalah kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak

me皿punyai keterkaぬn dengan Hnまkup rumah屯n繋a pelaku.

Pas瓢13

( 1) Penelantaran dalan rumah tangga sebagainana dimaksud dalan Pasal 9

huruf d, yakni menelantarkan istri dalan lingkup rumah fangganya,

pad血瓢menurut huku皿y紬g berlaku baginya a屯u karena perse巾u孤

atau perJanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

pemeliha胞an terhadap ist轟nya･

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi

setiap perempuan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan

kete昭mtung紬ekonomi deng紬c紬a me皿ba屯si d紬/aぬu me血紬g

untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban

berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagま種n Ke重ima

St輪tegまPe重量まれdungan P〇着empuan

Pasd14

(1) Perlindungan perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan

penga調su屯maan gender dan data te坤ilah gender secara te申adu

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dala皿peぬks紬a紬perlindung紬perempu紬dibentuk Kelompok Ke垂

dan Layanan Terpadu.

(3) Perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi

pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

(4) Kelompok Kelja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada

setiap kecamatan dan desa/kelurahan.

(5) Kelompok Ke寄a melakuk紬k専at紬perl血dung紬perempu紬di baw血

koordinasi OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan

perempu an.

(6) Ketentu紬1ebih la可ut皿engenai Kelompok Ke寄a seba如mana dimaksud

pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagまan Keenam

Ⅲeなanまsme Penye重enggaman Pe耽れdungan Pe重empuan

Pas瓢15

(4) Mekanisme penyelenggaraan perlindungan perempuan dilakukan melalui

tahapan :

a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;

b. penganggaran program dan kegiatan;

c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan

d･皿onit〇五ng, evaluasi dan pelapo輪n.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan

perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupa色.

RA膿Ⅳ

pA最富ls霊孤s量鵬s7ARAKAT

Pas瓢16

(1) Setiap orang, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat bexpartisipasi dalan upaya

perlindungan perempuan ･

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan melalui

instansi yang terkait yang dikcordinasikan oleh OPD yang membidangi

pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara beapartisipasi

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Bupa亀.

BABV

PEMR重AYAAⅣ

Pas血17

Segala biaya pelaksanaan kebijakan perencanaan program dan kegiatan

terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b･ An毅aran王℃ndapatan dan Bela垂a Desa;



c. Cooやo調te Soci’az Respo購捌{’匂(tanggung jawab sosial perusahaan) sesuai

dengan ketentuan pe胞turan pemndang-undang劃;

d･ Pa血sipasi masy紬akat; dan/atau

e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABV重

PEⅢ露霊ⅣAAⅣ DAⅣ P田町GAWASAⅣ

Pasal18

(1) Bupati atau OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan

pe購皿pu紬melakuk紬pembina紬d紬pengawas紬a自s pe止血dung紬

perempuan.

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

behkut:

a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan

pe血indungan perempuan;

b･ menyediak紬buku, 1e狐et, brosur mengenai perlindung劃perempu紬,

dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarluaskannya ke masyarakat;

c･魚silitasi peningぬt紬kapasitas lembaga perlindung紬pe鵬mpu紬;

d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan orgamsasl perempuan;

e･ぬs虹itasi最Ⅳ紬an rehabiHtasi d劃　reintegrasi perempu紬　korb紬

bencana dan korban kekerasan;

f. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain,

te調asuk b紬tu紬intemasion粗bagi perlindung紬perempu紬; d紬

9. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha balk

secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya

perlindungan perempuan.

(3) Bentuk pengawasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

kegiatan monitoring dan evaluasi atas perlindungan perempuan.



RAB V重重

KE富E鮒でUAⅣ p重DA恥

Pasal 19

Setiap or紬g y紬g melan幾組ketentu紬sebagaim紬a dimaksud d瓢劃踏s瓢9,

dipid紬a sesuai deng紬ketentu狐pera血r紬perund紬g-undang紬.

重AB VI重I

K露富田Ⅳ富町AⅣ PEⅣU富UP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatamya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Mares.

Dite血pkan di Mares

tanggal.2.?. .亀#.t晦....2o lg

TI MAROS,

Diu皿da皿gkan di Ma調s

pada tanggal.誓..4頓f...20 19

騨. S露KRE富AR重S DAERA櫨

KABU意A骨EⅣ MAROS,

LEMBARAN DAERAH KABu払TEN MARoS恥HUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERA櫨KABUPATEN MAROS

pROv重Ns賞suLAWEs賞sELA払N: B.HK.HAM.08. 157. 19



PEⅣJE重ASAⅣ

A皿s

pERA恥Ⅳ DABRAH KABu寄ATEⅣ MAROs

ⅣOⅢOR 9　TAHUⅣ 2019

富EⅣ富AⅣG

pER重量ⅣDuⅣGAⅣ pEREMp皿Ⅳ

I.U蘭UM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

mengananatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi

segenap tumpah darah Indonesia dan agar pemerintah daerah mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Kewenangan

Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi

perlindungan dan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan

kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

皿emperha仕k紬　kepen廿ng紬　d紬　asp工輪s重　y紬g tu皿buh d粗劃

masyarakat. 0leh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan

de喝m pe匂紬紬das紬sepe血pendidik紬das紬, kesehat紬, pemenuh紬

kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk

dipenuhi･ Hak asasi m紬usia mempakan hak das紺y紬g seca胞kod輪ti

melekat sec紬a mutlak (absolut) pada di正manusia, bersぬt universal dan

langgeng, sehingga harus dilindungi, dihomati, dipertahankan, dan tidak

boleh diabaikan, dikurangi, atau diranpas oleh siapapun. Dalam rangka

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin keadilan bagi

setiap individu mengupayakan pencegahan segala bentuk perlakuan yang

tidak seimbang atau dipandang merugikan pihak lain, baik individu

deng紬individu,紬tar kelompok ind崩du, maupun an血ind崩du se轟a

antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk proses maljinalisasi

terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan rentan terhadap

tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi di ranah domestik maupun

publik. Perempuan mempunyai hak-hak yang sama dan setara dengan

laki-1aki, akan tetapi pada beberapa kondisi yang diskriminatif,

pemerintah wa]’ib perlu melaksanakan aksi afimasi sehingga hak

perempuan d紬perempu紬pada kelompok rent紬perlu皿endapa瞭紬

perlindungan agar tidak mengalami kekerasan dan dapat menjalani hidup

layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan. Perlindungan

perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan

keadilan gender se虹a Hak Asasi Manusia･ Untuk melaksanak紬umsan

tersebut diperlukan upaya serius untuk meningkatkan perlindungan

perempu紬mel血ui pendekat紬p調練am y紬g didasark紬pada re糾1asi

bempa Pemtu阻n Dae輪h y紬g berkepas仕組, berkeadil紬d紬membeh



皿anぬat･ Be血as紬itu Peme轟ntah Kabupaten M紬os sebagai pihak yang

memiliki kewenangan mengatur dan melindungi warga masyarakat

Kabupaten M鉦os, me皿劃dang perlu untuk secara terns mene調s

melakukan dan merumuskan　購gulasi　糾na membe轟kan ｣am重nan

健血adap perlindungan perempuan di Kabupaten Mares. Peraturan Daerah

ini diharapkan manpu mendorong upaya perlindungan dan perbaikan

kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan

kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia,

men血gka比an komitmen dan e危k軸ぬs peme正ntah dae輪h d瓢am

melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong

kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan

ku瓢itas hidup perempuan･

重霊. PASAL D田M重孤sAし

Pasal I

Cukup jelas.

Pas血2

Cukup jelas.

Pasal 3

Humfa

Yang dimaksud dengan αhak asasi manusia" adalah seperangkat

hak yang melekat pada ha虹katnya dan keberadaan manusia

sebagai makhluk　巾han Yang Maha Esa din　mempakan

anugerah-nya yang wajib dihomati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah? dan setiap orang

demi kehomatan se露a perlindungan h紬kat dan　rna虹abat

manusia.

Humfb

Yang dimaksud dengan　�ｶW��7F����ⅢｷVﾐ　adalah adanya

landasan peraturm perundang-undang弧? kepatuhan, dan keadi血

daha s節ap kebijakan p徴ryelengganrm n関ara.



Humf c

Yang dimaksud dengan "keadi重a重r ad瓢ah kondisi kebenaran

ideal yang bemilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik

menyangkut benda atau orang･

Humfd

Yang dimaksud dengan αkeset紺a紬gender" ad粗ah hak yang adil

terhadap laki-laki dan perempuan menurut kewajaran dengan

t劃pa bias.

櫨u則fe

Yang dimaksud deng紬　αnon disk轟minati㍗　adalah　也dak

membedakan perlakuan dalan segala hal ihwal yang

berhubung紬deng紬das紬suku, ras, aga皿a, golong紬, ｣ems

kelamin dan gender.

Pas瓢4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat(1)

humfa

Cukup jelas.

humfb

Cukup jelas.

humfc

Cukup jelas.

humfd

Cukup jelas.



hurufe

Yang dimaksud dengan "tahapan proses” pembangunan

adalah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (R剛MD), Renc紬a S廿ate由s (RENSTRA),

Rencana Kelja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana

Ke轟a (RENJA).

humff

Cukup jelas.

hurufg

Cukup jelas.

hurufh

Cukup jelas.

hu関fi

Cukup jelas.

humfj

Cukup jelas.

humfk

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pas瓢6

Cukup jelas.

Pas瓢7

Cukup jelas.



Pasal 8

Ayat(1)

humfa

Yang dimaksud dengan "Perempuan Pekelja/Buruh" adalah

perempuan yang beke寄a dengan mene正皿a upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

humfb

Yang dimaksud dengan "Perempuan Lanjut usia" adalah

perempuan yang telah皿encapai 60 tahun keatas.

humfc

Yang dimaksud dengan　αPerempuan penyandang

disabiliぬs" ad握ah pere皿puan y紬g meng瓢a皿i hambatan

鯖sik dan/atau ment孤sehin綬a men綬an慾叫ak也高tas dan

in健raksi sosi粗重りa sec紬a w劉紬.

hu調fd

Yang dimaksud dengan "Perempuan Tuna Wisma” adalah

perempuan yang債dak mempu叫yai tempat仕nggal teぬp dan

berdasarkan be巾agai租asan harus也n籠瓢dibawah kolong

jembatan, taman umum, pinggir jalan atau berbagai

ぬsili屯s umum laimya untuk　也dur dan me車軸ankan

kehidupan seha正-hah.

humfe

Yang dimaksud dengan "Perempuan　王℃keヰa Rumah

Tangga" adalah orang yang bekelja pada seseorang atau

beberapa orang d血am ru皿ah tan籠a untuk melakukan

peke重jaan ke調mahtan繋aan dengan mempe調leh upah.

humff

Yang dimaksud deng紬　αPerempuan Kepala Kelu紬gaガ

adalah pe鵬mpuan yang karena berbagai sebab,

ditinggalkan oleh suani, dan akhimya bertindak atau

berkont轟busi dan ber請ngsi melaksanakan peran dan

tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga.



hurufg

Yang dimaksud dengan αPerempuan mantan w紬ga binaan"

lembaga kemasyarakatan adalah perempuan yang pemah

menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan.

hu調でh

Yang dimaksud dengan "Perempuan korban bencanaガ

ad瓢ah perempuan yang mende正ta a屯u meningg血dunia

a貼bat bencana瓢am d狐sosia重･ Pemulih紬pasca bencana

meliputi layanan psikologi korban, layanan kesehatan,

ぬsilitas hunian,ぬsilitasi sa剛a dan pras紬ana umum dan

pemulihan akses ekonomi serta layanan data

kependudukan dan bantuan hukum.

Humfi

Yang dimaksud dengan "Perempuan mantan peke寄a seks

komersial" ad粗ah perempuan yang pemah beke寄a dan

sudah berhenti sebagai pekelja seks komersial.

Peningkatan kecakapan hidup bagi perempuan mantan

pekerja seks komersial dimaksudkan untuk memberikan

tambahan pe轟getahuan皿elalui pelatihan dan kete脚pilan

sesuai dengan bakat dan kemanpuan yang dimiliki agar

dapat hidup lebih mand亜dan memperoleh peke寄aan y紬g

layak untuk meningkatkan taraf hidup dan mengubah

status sosialnya ag軸心dak me垂adi peke屯a seks komersi粗

lagi karena pekeljaan tersebut tidak dilegalkan.

Hurufj

Yang dimaksud dengan "Perempuan Korban Kekerasan"

adalah perempuan yang mengalani penderitaan fisik,

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

suatu也ndak pidana.

Hu則fk

Yang dimaksud dengan αSaksi" ad血ah o剛g yang dapat

membe正kan kete剛g狐guna kepen心ngan penyelid並an,

p印yidikan, penuntu血n, dan peme正ksaan di sidang

pengadil紬tentang suatu perkara pidana yang ia deng紬

sendih, ia lihat sendih, dan/a屯u ia粗ami sendi正.



Yang dimaksud dengan αKorban" adalah sese○則g yang

mengalani penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang dia虹ba址an oleh suatu tindak pidana･

Humf1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pas血10

Cukup jelas.

Pas血11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasa重13

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "setiap perempuan dalan rumah

tangganya” adalah perempuan selain istri yang tinggal bersana

dalan lingkup rumah tangganya.

Penelantaran d血am m皿ah tan饗a　健masuk y劃g

menga瞳ba此an ketergantungan ekonomi dengan c紬a

membatasi dan/atau皿elarang untuk beke車a yang layak di

d血am atau di lu紬Ⅲmah sehingga korban be胞da di bawah

kendali or.ang tersebut.



Pasal 14

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan αPengarusutamaan Gender" ad粗ah

strategi y紬g dibangun untuk mengintegrasikan gender

me垂adi satu di皿ensi integr瓢　da正　perencanaan,

pengan幾組an, pelaksanaan, pemantauanタdan evaluasi a屯s

ke哩akan, program dan kegiatan pembangunan･

Penga調suぬmaan Gender me調pakan s廿ategi yang dapat

mengurangi kesenjangan gender mencapai kesetaraan gender

dengan c紬a menggunakan perspektif gender d瓢am proses

pembangunan, pemberdayan perempuan merupakan s債a健由

a鯖調asi untuk皿encapai kesetaraan gender yang be直中uan

meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas

perl血dungan dah缶ndak kekerasan dan disk轟minasi.

Ayat (2)

Layanan texpadu dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah

重℃rlindungan Perempuan dan Anak yang sela垂utnya disingkat

UPFD PPA a血u Pusat Pelayanan Terpadu lainnya ad瓢ah unit

pelaksana teknis daerah yang dibentuk peme正ntah daerah

dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang

meng瓢ami kekeras紬, diskhminasi, perlindungan khusus, dan

masalah lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.



Pas瓢16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pas瓢18

Cukup jelas.

Pas瓢19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR..?.


